WGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
DESA GUNUNG KERAMAT
TAHUN 2022 - 2027

KEPALA DESA GUNUNG KERAMAT

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014
tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111
Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112
Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113

un 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita m Y
 Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093@ .
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i lndeleeuMembangun(BeritaNegaraRepubthndonwaTahun

~ 2016Nomor300);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110

Tahun20 16TentangBadanPermusyawaratanDesa(BeritaNegara

Republik IndonesiaTahun 2017Nomor89);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor

86Tahun2017TentangTentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah, Serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah

Daerah(BeritaNegara Republik IndonesiaTahun

2017Nomor1312);

. Peraturan Kepala LKPP Republik Indonesia Nomor 12 Tahun

2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan

Barang/Jasa di Desa;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 4 Tahun
2015 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten
Lampung Utara Tahun 2015 Nomor : 4);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 7 Tahun
2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Lembaga
Kemasyarakatan di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten
Lampung Utara Tahun 2016 Nomor : 7);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 8 Tahun

2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten

h Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 4 Tahun

Lampung Utara Tahun 2016 Nomor : 8);

2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
..m Utara Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tatacara
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23. Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 42 Tahun 2019 tentang
Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan
Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Lampung Utara
(“Bze)ritn Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2019 Nomor :

24. Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 28 Tahun 2020 tentang

Tatacara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah
Kabupaten Lampung Utara Tahun 2020 Nomor : 28);
Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 55 Tahun 2020 tentang
Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat
Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di
Kabupaten Lampung Utara (Berita Daerah Kabupaten Lampung
Utara Tahun 2020 Nomor : );

25. Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 67 Tahun 2020 tentang |
Penyertaan Modal Badan Usaha Milik Desa (Berita Daerah
Kabupaten Lampung Utara Tahun 2020 Nomor : ); ,

|

26. Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 10 Tahun 2021 tentang

Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2021 Nomor : 10);

LU/HK/2021 Tanggal 17 Desember 2021tentang Pengangkatan
Kepala Desa Gunung Keramat Kecamatan Abung Semuli
Kabupaten Lampung Utara;

Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor ‘-
9 Tahun 2020 Tentang Tatacara Pemilihan Kepala Desa (Berita |

27. Keputusan Bupati Lampung Utara Nomor : :B/448/25-

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GUNUNG KERAMAT
dan
KEPALA DESA GUNUNG KERAMAT
MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA

PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDes)
DESA GUNUNG KERAMAT TAHUN 2022 - 2027.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1.

2
3.
4

Desa adalah Desa GUNUNG KERAMAT

Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa GUNUNG KERAMAT

Kepala Desa adalah Kepala Desa GUNUNG KERAMAT

Badan Permusyawaratan Desa adalah Badan Permusyawaratan Desa GUNUNG
KERAMAT

Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi
kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan
Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan
Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat
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isyawarah antara m pamqmm a-u, Pemerintah

._;«, prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan

g didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya

rakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
raturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh

X epala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan

pangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan
k sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

encanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang
‘;—Wkan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan
4 syawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna
: L T ﬂmnnhatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai
, ~ tujuan pembangunan desa.
kY rg,m, Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di
- e ~ desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh kepala Desa dengan
mdepanlmn kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna
Mldudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
W Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian
ulejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap,
mpilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber
q;mui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang
m esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
:I,Kudnn Desa adalah proses penggalian dan pengumpulan data
n obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan w
M menggambarkan secara jelas dan lengkap W
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n visi, misikepala desa, arah kebijakan pembangunan
~rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan
hﬂn: pelaksanaan pembangunan desa, bidang pembinaan

. ni mlmberdnyun masyarakat dan bidang penanggulangan
1 ala, vhuhnndarumtdanmmnnmendmk.
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Pasal 3

| tematika Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa
| UNG KERAMAT Tahun 2022- 2027disusun sebagai berikut:
' b I Pendahuluan
- .imnehkang
e Landasan Hukum




BAB III
KETENTUAN PENUTUP
| Pasal 6
Ry e yang belum diatur dalam peraturan Desa ini sepanjang mengenai teknis
~ pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa.

: Pasal 7
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar Setiap Orang
mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran

Desa Gunung Keramat.
JE Ditetapkan di : Gunung Keramat
" Pada tanggal : 17 Februari 2022
= M\)Hau >
- (epals eb&@gmung Keramat
Dhmdmghan di Gunung Keramat

ﬁlw 17 Februari 2022
s Desa Gunung Kergmat




